PEMERINTAH KOTAMADYA DAXRAH TINGEAT 11

MGJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I MOJOKERTO

Menimbang

Mengingat

ROMOR 1 TAHUN 1997
TENTANG

KEDUDUKAN K¥UANGAN KETUA, WAKIL EETUA DAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARRAH

b

KOTAMADYA PAFRAH TINGEAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALTKOTAMADYA KEPALA NAERAH TINGEKAT I1 MOJOKERTO

bohwa  dooszan Loloh ditetapkan  Peraturan  Menteri
Dalam Nepgeoi! Nowmor 8 Tahun 1996 tentang Kedudukan
Keuangan  Fetua, Wokil EKetua dan  Angpota  Dewan
Perwakiian Rakvat Daerah., maka Peraturan Daerah
Fotamadva Dacran Tingkat II Moiokerto Nomor 9 Tahun
1990 wvang telah diubal terakhir dengan Peraturan
Dacrah Kotomadva Doerah Tingkat [1 Mojokerto Nomor
18 Tahun 1994 sudah tidak sesuai dengan perkembang-
an keadaan ;

bahwa sehubungan  dengan koncideran Menimbang
huruf a. periu menetapkan dan wengatur kembali
tentang Kedudukan Keuangan Ketua. Wakil Ketua dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didalam
suatu Peraturan Doerah.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentuk
an Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jowa
Timur/Jawa Barat/Jawa Tengah/Jawa Barat :

Undang-undang Nomor 5 Tohun 1974 tenbtang Pokok-
pokok Pemerintahan di  Daerah (Lembaran Negera
Republik {ndonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Nesara Republik Indonesia Nomor 3037) H

Undang-undang  Nomcr 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok EKepeoovaian {Lenbaran Negara Rerublik Indo-
necia Tabun (074 Nowmor 55 Toambaban Lombaran Negara
Rervabilik [ndoncesia Nomor 3041)

Peraturan rcworintak Homor 5 Tahun 1975 tentang
Pengurusan. FPertanggung Jawaban dan Pengawasan
Keuvangan Dacroh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1975 Nomor 53:

Peraturan DPemerintah Nomor 6 Tahun (1975 tentnng
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belania
Doeral, Dolakoanaan Tata Usaha keuansan Pacrah dan
Penyusunan FPerhitungan Angearan Pendapatan dan
Belanja Daerah {Lembaran Negara Republik Indonegcia
Tabun 1875 Homor 6)



§. Poraturan TDPemerinbah HNomor 47 ‘lahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilavah Kotamadys Daersh Tingkat 11
MoJjokertc (Lembaran Negara Republik Indonesina Tahun
1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran HNegara Republik
Indonegia Nomor 32423) s

7. ieraturan Menteri Dalam Negeri Homor 2 Tahun 1990
tentang Kedudukan Tunjangan Purna Bhakti  Angooba
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

8. DPevraturan Menteri Dalam Negeri Bomor 5 Tohun 1956
teantang Kedudukan Keuangan Ketua. Wakil Ketua dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

9. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 18852
tentang DPedoman Penvuounan Peraturan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

10. Eeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 19393
tentang PBentuk Peraturan Daerah dan Peraturan
baerah Porubahan

11. RKepubtucan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1996
tentang Perubahan atas Eeputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 61 Tahun 1982 tentang Pedoman Penva-
sunan Peraxturan Tata Tertib  Dewan Perwakilan
Rakvat Daerni

Dengan Perzsetujuan Dewan Perwakiian Bakvat Daerah Rotamadva Daerah
Tingkat 1I Mojokerio.

Menetapkan

MEMUTUO S KAN

: PERATURAN DAERAH EKOTAMADYA DAERAH TINGEAT I1 MOJOKERTO

TENTANG EKEDUDUEAN KFUANGAN EKETUA., WAKIL KETUA  DAN
ANSGOTA DFWAN PERWAKILAN RAKYAT - DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGEAT TI MOJOKERTO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Balam Peraturan Daerah ini  yang dimagsud
dengan :

a. Daerah. adaloh Rotamadya Daerah Tingkat 1T MoJjo-
kerto :

b. Pemerintah Doerah. adalah Pemerintah Kotamadya Dae-—
rah Tingkat [J Mojokerto

c. Dewan Perwakilan Rakvat Doerah. adalah Dewan Per-
wakilan Rakvan Daeral Kotamadya Daerah Tingkat IT
Mojokerto sclangubnya disebut DPRD

d. Pimpinan DPREY. adalal Angrota DPRD vang dipilih,
diangkat. dicsumpah dan dilantik ccbapai Ketua dan
Wakil-wakil Ketua Fewan Perwakilan Rakwvat Dacrah
berdasarkan poraburan perundansa undangarn vang
herlaku ;

e. Anggota DPRD. adalah Anggota vang bukan Pimpinan
DPHED vang telah diresmikan keanggotaanva dan  telah
nencangskat cumpah/janii berdasarkon peraturan per—
undang-undangan vang berlaku :



f. Uang Representaci. adalah Uang vang diberikan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan
kedudukannva sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD -

g. Tunjangan Kehormatan, adalah Tunjangan vang dibori-
kan kepada Timpinon DPRL dan Ansgicca DPRD vang di-
angkat sebagai Ketua dan Wskil Ketua, Sekretaris,
Angpota Tetap dan Anggota Pengganti pada Komici dan
Panitia sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan vang
beriaklu ;

h. Uane Paket, adalah Uang vyang diberikan kepada
Pimpinan dar Angzota DPRD vang terdiri dari uang
rapat, wuang pengangkutan lokal di dalam kota dan
uang wmakan ;

i. Biayva EKesehatan, adalah biava vang diberikan untuk
Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan secara rutin
setiap bulan dan biaya pengobatan pada wakbtu vang
bersangkutan dan/atau keluarganya sakit ;

i. Uang Duka. oadalah Uang vang diberikan kepada ahli
waris Pimpinen dan / atau  Angsota DPRD  apabila
meninggal dunia

k. Dana DPenunjang. udalah dana vang disediakan untuk
menuiang pelaksanaan Lugas—tugas pokok DPRD ;

1. Tunjangan Koocdahteraan, adalah data vang diberi-
kan untuk meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan
Angeota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

m. Tunjangan Purna Bhakti, adalabh Tunjangan vang i~
berikan kepada Anggota DPRD setelah berakhir wmasa
bhaktinya/masa keanggotaannya atau berhenti antar
waktu sepuai ketentuan vang berlaku.

BAB II
PEMBIAYAAN

Bagian Pertama
Jenis Pempiayaan
Pasal 2

{1) Dalam rangka penyeclenagaraan kegiatan Dewan Per-—
wakilan Rakyvat Daerah, atas beban Anggaran Pen-—
dapatan ddan Belanda Daerah disediakan pembiayaan
DPFRD sebagai berikut :

a. Uang Reprccentaci ;

b. Tunjanegan Kshovmatan :
c. Uang Pakot ;

d. Biaya Perjzlan Dinas :
e. Pakaian rinoas :

f. Biaya Kesehatan

g. Uung Duka.

2) Dicamping pembiayaan gebagaimana dimakcud wpada
" ayat (1) Pasal ini, sesuai kemempuan keuangan
masing-macing Daerah dan ketentuan vang berlaku
disediakan pembiavaan untuk :

-
b



a. Dana Penunjang :
h. Tunjangzan Kesedahteraan :
¢. Ruman Jabatan [impinan ;

d. Sarana Motilitac Pimpinan.

Hagian Kedua
ang Representaci

Pasal 3
Hesarnva Uong Revpresentasi adalah -
a., Ketua Rp. 630.000,00 {enam ratus tiga pulah ribu
rupiah? /bulan/orang ;
b. Wakil Ketua Rp. 540.000,00 (lima ratus empat pulub
ribu rupiah) /bulan/orang :

c. Angpota Rp. 450.000,00 {empat ratus lima pulub
ribu rupiah)} /bulan/orang.

Bagian Ketiga
Tun.jangan Eehormatan

Pasal 4
carnya Tunjangan Kehormatan adalah :

a. Ketua DPED Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
sbulan/orang ;

b. Wakil Ketwa DPRD  Ep. 175.900.00 (seratus tuiuh
pulub lima riby rupish) /bulan/crang ;

c. Eetua EKomioi Re. 75.000,00 {bwiuh puluh lima
ribu rupiahl/sbulans/orang ;

d. Wakil FEetua Xowmipi Bp. 80.000.90 (enam puluh ribu
ripial)/bulan/orang z

e. Sekretaris Kemisi 28p. 50.000.00 (lima puluh ribu
rupiah)/bulan/orang

f. Anggota Komisi Rp. 35.000,00 {(tiga puluh lima ribu
rupiah)/bulan/orang ;

2. Ketua Panitia Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima
ribu rupiah)/bulan/orang ;

h. Wakil Ketua Panitia Rp. 60.000.00 fenam wpuliuh ribu
rupiah}/bulan/orang ;

i. Sekretaris Panitia Rp. 50.000.00 (lima pulvh ribu
rupiah)/bulan/orang ;

3. Angmota Panitia Rp. 35.000.00 (tiga pulub lima ribu
rupiahY/bulan/orang.

Bagian EKeempat
Uang Paket

Pacal 5

Bagi FPimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan
diberikan uane paket cebegcar Rp. 150.000,00 (seratuo
lima pulul ribu rupiahl.



Bagian Kelima
Biayva Perjalanan Dinas

Pagsal &

(1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan
Perjalanan Dinac, diberikan biava perjalanan
Dinas ;

(2) carnva bisava porjalanan Dinas cebagaimona dimak-
sud pada ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan
blaya porinizan dinag yang berlaku bagi Pegawai
Negeri Sipil Golorngan 11X ;

13} Ketentuan Adwinishraci dan becarnyas  Biaya Per-
dalanan Diua sobagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pasal ini. izeouaikan dengan  ketentuan vang
ditetapkan bLuagi Pegawsai Negeri Sipil Pemerintah
Daerah scetempat

{4) Penindauan dalam Wiiavah Kecamaton bidak diberikan
Biava Perjalanan jrinas ;

(5} Bagi Pimpinan DPRD karena Jabatoannya harus  pindah
ke JTbu Eota Kotamadya Deerah Tiugkat I} Moiokerto
dan atau pada sgaat diberhentikar dengan hormat
dari jabatanny=s., diberikan biava perdjalawbsa pindah
ydanez besarnya dicesuaikan dengan etentuan vang
berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil rada Pemerintah
Daerah getempat .

Bagian Keenam
Pakaian Dinas

Pasal 7

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disedia-
kan pakaian dinac herikut atributnya berupa :

a. PBH {(Pakaian Sipil Hariowm) £ {duad kali setahun

b. PSR (Pakaisn Zipil Reomi} 1 (matu) kali setahun :

¢. PBL (Pakaian Zipil Lengkap) ! (satu) kali selama 5
(lima) btabun.

Basian Retujub
Hiava Eesehatan

IPaszal B8

Bagi FPimpinan dan Angegota DPRD  setiap  bulan
diberikan Tuniangan Kecehatan cebegar Bp. 35.000.00
(tiga puluh lima ribu rupiah?.

Pacal g

(1) Bagi Pimpinai dan Anggota DPRD yang buken Pegawal
Megeri Sipil certa koluarganva. diberikan  banbusn
Biaya Pemeliharaan Kesehatan vaitu penggantian
remerikcaan., pongobatan dan  perawatan dokter
sesual dengan ketentuan yang berlaka bagi Fegawai
Negperi Bipil dengan bukti- bukti vang cah atacs
beban Anggarsn Daerah

{(2) Bagi Pimpinun dan Anagota DPRD vang berstatuc
Pergawai Negeri beserta kelvarganya, biava pe-
meyikcaan, pengobatan dan perawatan dokter berlaku
ketentuan sebagaimana terhadap Pegawail Negeri
Sipil ata=s beban P.T. Asuransi Kesehatan {ASKES).



gal

Bagian Kedelapan

Pasal 10

Apabila FPimpinan dan atan Angdgota DPFRL meiing-—-
dunia. kepada ahli warisnya diberikan

a. Uang Duka sebanyak 3 {tiga) kali Uang Representasi

b.

(1)

(2}

(L)

(2)

(L)

(2)

dan apabila meninggsal dunia didalam menjalankqn
tugas, diberikan Uang Duka sebanyak 6 {enam) kall
Uang Representaci :

Bantuan biaya pengangkutan Jjenazah dan pemakaman .

Bagian Kesembilan
Dana Pemunang

Pasal 11

Untuk mennniang  oelakcanaan tugas  pokok  DPRD
dapat, discdiakan dana penundang yang dikelecla
oleh DPimpioan DPRD

Dana penunions  sobagsimana dimaksud pada ayat {1>»
Pucal ini  ditctapkan sebesar Rp.  45.000,000,00
{empat pulul lima Juta rupiah) :

Penyediaan dana pepunjang yane melampaal batac
jumlah sebagaimaua dimaksud pade ayat 2y Pasal
ini. dilakcanakan setelah terlebib: daohulu mempero-
leh persetwiuven Gubernur Eepala Daerah Tingkat T

Bagian Kesepuiluh
Tunjangan Kesejiahteraan

Pasal 12

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diber-
ikan Tuniangan Keoejahtersan ditetapkan sebesar
Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu
rupiah) ;

Penyediaan Tunjangan Kesejahteraan yvong melompaul
batas jumiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini. dilakcanakan setelah terlebih dahulu
memperclel persetutuan Subernwr EKepala Daerah
Tingkat 1.

HBagian Kecebelas
Tumah Jabatan Pimpinan

Pagal 13

Kepada Pimpinan DERI dapat disediakan sebuah rumal
Jabatan termasuk inwventaricnya, biaya pemeliharaan
termasuk biayva remakai airs/listrik., telepon dan
HiG 3

Apabila Pimpinan DPRD yvang bersangklutan berhenti
dari Jabatannya, maka ruwah Jabatan terpasuk
harang-barang inventaricouva harus diserahkan
kembali dalam kcadaan baik kepada Pemerintah
Dacrah tanpa cuatu kewaliban darl Pemerintah
Daerah ;



(3) Bagi Pimpinan DOHED yvang  belum digediakan rumah
jabatan dapat diberikan tumjangan perumahan dan
pemel iharcannya, yang becarnya dicesuaikan dengan
standard masing-masing Daerah.

Bapian Keduas Belaos
Sarana Mobilitas Pimpinan

Pasai 14

Kerpada Pimpinan DFRD selama memsangku Jabatan,
dapat disediakan scbuah kendaraan dinas cecual  dengan
ketentuan vang berlaku.

Bagian Ketisa Belac
Tunjangan Purna Bhakti

Pagal 15
Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD vang telah
berakhir maca keanggotaannya atau berbenti antar‘waktu
diberikan Tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan keten-—
tuan yang berlaku.

BAB I11
EETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 186

Segala akibat keuvangan yang ditetapkan dalam
Perubturan Daerah ini. menjadi beban APBD.

EAB v
KETENTUAN TENUTUP

Fasal 17

Dengan  berlakunya Peraturan Doerah ini. maka
Peraturan Daerali Kotamadyva Daerah Tingkat II Modoketo
Nomor 9 Tuahun i390 berikut Peraturan peraturan peru
bahannya terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya
Dacrah Tingkat 1II Mooaokerto HNomor i8 Tahun 18994 di
nyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Feraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangegal
diundangkar.

Agar setiap orang dapat mengetahuinyva., memerin-—
tahkan pengundangan Peraturan Daeral ini dengan penem-
patannya dalam Lembaran Dmerah Kotamadya Daerah Ting-
kat Ii HMoiiokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 5 Pebruari 1997

DEWAN PERWARILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
ROTAMADYA DAERAH TINGEAT I TINGEAT I1 MOJOKERTO
MOJOKERTO
Ketua
Cap. ttd. cap. ttd.
R. SOEHRHADI TEGOEH SOEJONCG, S_H.



Digahkan dengan Keputucan Gubernur EKepala Daerah Tingkat I Jawa
Timur tanggal 4 April 1987 Nomor 139/P Tahun 1997.

A.n. GUBERNUR KEPATLA DAERAH TINGKAT 1
JAWA TIMUR
Acisiten Ketatapraijaan

Cap. ttd.
Pro- MASDRA M. JASIN

Pembina Utama Muda
NIP. 510 D33 498

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto Tahun 1997 Seri C tanggal 20 Mel 1997 Nomor - 3/C

A, WALTEOTAMADYA EKEPALA DAERAH TINGEAT IT
MOJOKERTO
sekretaris Kobtamadva Daerah

Cap. ttd.

Mfrs. BOIMIHN
Pembina Tk. T
HIiP. 010 045 =



IT.

PENJELASAN
ATAS

DPERATURAN DAERAH RKOTAMADYA DAERAH TINGEAT IT1 MOJOKERTO
NOMOR 1 TAHUN 18997

TENTANG

KEDUDUKAN EEUAMGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DLEWAN DPERWAEILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO

PENJELAGAN. UpMUM.

Dengan  dikcluarkannya Deraturan Menteri Dalam negeri Nomor
Tahun 1996 tentang XKedudukan Keuangan EKetuz. Wakil Ketua dan
Anggota Dewan DPerwakilan Rokyat Daerah. maka kedudukan Xeuangan
Ketua. Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadva oDaerabh Tingkat I1 Mojokerto ocebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah EKotamadyva Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9
tobun 1990 demgan  cegala porubabannya  perlu diseguaikan dengan
pedoman dari ieraturan Menteri Dalam Negeri dimsksud dan mengatur
kembali dalam suvatu Peraturan Daerah.

PENJELASAN. PASAL DEMI_PAGAL.L
Pacal 1 o/ 18 : cukup Jelas.

Feb.tak : 2%, 5E8AY



